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[bookmark: _Toc216716663]BAB I
[bookmark: _Toc216714715][bookmark: _Toc216715979][bookmark: _Toc216716664]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc216714716][bookmark: _Toc216716665]Latar Belakang.
Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan (Khalida et al., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga layanan publik (Firman et al., 2025). Salah satu jenis pajak yang strategis adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang termasuk pajak pusat dan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara (Wafikhoh, 2022). Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat kepatuhan pajak berasosiasi dengan kenaikan penerimaan PPh sekitar 0,92% (Praditha et al., 2025).
Dengan pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara tersebut, tingkat kepatuhan pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai peraturan, baik dari sisi formal (melaporkan SPT tepat waktu) maupun material (membayar pajak sesuai jumlah yang benar) (Nora Galuh Candra Asmarani, 2020). Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menyadari, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela serta sesuai peraturan yang berlaku.
Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun secara administratif jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan pajak. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar telah mencapai sekitar 86,7 juta, tetapi yang secara aktif melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024 hanya sekitar 16 juta wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah wajib pajak yang tercatat dan mereka yang benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh (Dian Kurniati, 2025).
Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga tercermin di tingkat daerah, salah satunya Kota Samarinda. Di Samarinda, pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar juga tidak diimbangi dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pelaporan SPT. Fenomena tersebut dapat dilihat dari data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Samarinda berikut, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan. 
[bookmark: _Toc216718244]Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Tahun
	WPOP Aktif
	Jumlah penyampaian SPT Tahunan
	Rasio Kepatuhan

	2020
	27.326
	20.212
	73,97%

	2021
	29.002
	22.563
	77,80%

	2022
	31.122
	26.330
	84,60%

	2023
	36.173
	27.808
	76,88%

	2024
	41.757
	24.665
	59,07%


Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025
Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang aktif di KPP Pratama Samarinda Ilir mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 27.326 pada tahun 2020 menjadi 41.757 pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah penyampaian SPT Tahunan tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding. Bahkan, rasio kepatuhan yang sempat mencapai 84,60% pada tahun 2022 justru menurun tajam menjadi 59,07% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah WPOP aktif dan mereka yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan, sehingga mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir masih tergolong rendah.
Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pekerja bebas. Menurut data KPP di Kota Samarinda berikut dapat dilihat tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir.
[bookmark: _Toc216718245]Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
	Tahun
	WPOP Pekerja Bebas Terdaftar
	WPOP Pekerjaan Bebas Lapor SPT
	Rasio Kepatuhan (%)

	2021
	493
	138
	27,99%

	2022
	519
	161
	31,02%

	2023
	546
	167
	30,58%

	2024
	562
	184
	32,74%


Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025
Berdasarkan tabel di atas, jumlah WPOP pekerja bebas yang terdaftar mengalami peningkatan dari 493 menjadi 562 wajib pajak selama periode pengamatan. Namun, jumlah WPOP pekerja bebas yang melaporkan SPT masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang terdaftar. Hal ini tercermin dari rasio kepatuhan yang hanya berkisar sekitar 28–33 persen per tahun. Meskipun terdapat tren kenaikan rasio kepatuhan dari 27,99% menjadi 32,74%, tingkat kepatuhan WP OP pekerjaan bebas masih tergolong rendah karena sebagian besar wajib pajak yang sudah terdaftar belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara optimal.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pekerja bebas adalah individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, atau jasa secara mandiri, tanpa terikat hubungan kerja tetap dengan pemberi kerja. Contohnya antara lain dokter praktek, notaris, arsitek, konsultan, desainer, seniman, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Berbeda jauh dengan karyawan yang pajaknya otomatis dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja, pekerja bebas harus menanggung seluruh beban perpajakan sendirian. Mulai dari menghitung penghasilan, menentukan jumlah pajak yang terutang, menyetor pembayaran, hingga melaporkan SPT Tahunan, semua harus dilakukan secara mandiri. Kondisi ini membuat pekerja bebas sangat rentan untuk lalai, salah hitung, atau bahkan menunda pembayaran pajak, karena tidak ada sistem pemotongan otomatis yang “menjaga” mereka. Setiap langkah yang terlewat atau salah bisa berakibat pada tunggakan pajak, denda, atau sanksi hukum. Dengan kata lain, pekerja bebas berada di garis depan kerentanan perpajakan, harus mengelola seluruh proses pajak sendiri, sementara karyawan tinggal menerima pemotongan yang telah diatur pemberi kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pada pekerja bebas masih rendah, dan risiko terjadinya pelanggaran atau tunggakan pajak jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok karyawan bergaji tetap.
Permasalahan kepatuhan pajak ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yaitu perilaku manusia dipengaruhi secara langsung oleh niat (intention) untuk melakukan perilaku tersebut, dan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control
Pertama, Sikap terhadap perilaku adalah sejauh mana seseorang menilai suatu perilaku sebagai hal yang positif atau negatif (Christina & Adiati, 2023). Dalam konteks penelitian ini, sikap tercermin dari kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan. Kesadaran pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat pemahaman dan kepedulian individu terhadap hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pengakuan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi terhadap pembangunan negara.
Kesadaran pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak, karena pekerja bebas harus secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya. Namun, kenyataannya, banyak WPOP masih menganggap pajak sebagai beban yang hanya berlaku untuk usaha besar, sehingga enggan melaporkan penghasilannya (Michael & Widjaja, 2024).
Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanto & Wahyudin, 2025), menemukan bahwa sikap positif terhadap pajak berpengaruh signifikan meningkatkan kepatuhan WPOP. Namun walaupun demikian masih ada penelitian lain yang kontra yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ristanto & Budiantara (2025) mencatat adanya kelompok wajib pajak yang meskipun memiliki kesadaran pajak, tetap rendah kepatuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak menjadi fondasi penting bagi kepatuhan, faktor eksternal dan persepsi individu juga turut memengaruhi perilaku sebenarnya.
Kedua, norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Christina & Adiati, 2023). Dalam konteks penelitian ini, salah satu faktor yang memengaruhi norma subjektif adalah dinamika media sosial, karena opini publik tentang pajak dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dinamika media sosial berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan pajak, karena opini publik yang tersebar luas dapat membentuk tekanan sosial dan persepsi individu mengenai kewajiban pajak
Fenomena nyata yang memperkuat persepsi negatif ini antara lain kasus penggelapan pajak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yulmanizar dan Febrian pada 2024, pengemplangan pajak di Samarinda senilai miliaran rupiah, hingga dugaan penggelapan pajak perusahaan minyak keluarga Masud senilai Rp1 triliun pada 2025. Kejadian seperti  ini menjadi contoh bagaimana opini publik di media sosial dapat membentuk norma subjektif dan memengaruhi sikap pekerja bebas terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Balqis & Rusdi (2020) menemukan pengaruh media sosial terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan, sementara studi lain menyatakan media sosial dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika didukung oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan moral pajak (Nathaniel, Andrean, & Fahrudi, 2024). Reza Aditya Ariesandrio (2018) juga mengatakan bahwa pesan dalam media sosial berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang kompleks dalam membentuk norma subjektif dan memengaruhi kepatuhan pajak, terutama bagi pekerja bebas yang lebih sensitif terhadap opini publik.
Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan pada TPB, adalah persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Faktor ini menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, kontrol perilaku yang dipersepsikan tercermin dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia secara operasional diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBN memuat rencana pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam penelitian ini, kebijakan fiskal dimaknai sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan, pengeluaran (belanja), dan pembiayaan negara. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendapatan, khususnya pada sistem administrasi perpajakan, karena sistem administrasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan dan realisasi penerimaan negara (Bahrin & Purba, 2024). Melalui sistem administrasi yang efektif, proses pemungutan, pencatatan, hingga pelaporan pajak dapat berjalan secara tertib dan transparan, sehingga target pendapatan negara dapat tercapai (Yonita & Aprilyanti, 2022). Dengan demikian, sistem administrasi tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan teknis pajak, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendapatan fiskal. Menurut OECD (2023) tanpa sistem administrasi yang efisien, kebijakan fiskal tidak dapat berjalan optimal. Contohnya, PER-6/PJ/2024 yang mengintegrasikan NIK sebagai NPWP dan PER-10/PJ/2024 melalui Core Tax Administration System mempermudah pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Di Samarinda, sosialisasi NIK sebagai NPWP oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu menjangkau banyak pekerja bebas (Risma Silviana, 2024). Namun, muncul beberapa tantangan seperti masyarakat yang belum mengetahui bahwa sekarang NIK berfungsi sebagai NPWP, di Samarinda baru sekitar 67,70% NIK wajib pajak yang telah terintegrasi (Nur Istiqomah, 2024). Tidak sedikit juga wajib pajak mengalami kesalahan sistem saat login, atau saat melakukan pemadanan NIK–NPWP di laman DJP Online. Menanggapi hal tersebut, pihak DJP bukannya melaksanakan kewajibannya yaitu memperbaiki, justru malah menyarankan wajib pajak untuk mengatasi sendiri masalah teknis pada sistem Coretax dengan menggunakan aplikasi coding yaitu Notepad++ (Laila Zakiya, 2025).
Penelitian yang dilakukan Wijaya et al. (2023) dan Wati et al. (2023) menemukan bahwa digitalisasi dan sosialisasi kebijakan fiskal mendorong kepatuhan. Namun, meskipun demikian masih ada penelitian yang kontra dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak selalu efektif tanpa kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, bagi pekerja bebas, kontrol perilaku yang dirasakan terbentuk dari kemudahan sistem, konsistensi, dan persepsi keadilan kebijakan fiskal, yang memengaruhi kepatuhan pajak.
     Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada pekerja bebas di Samarinda dengan menggunakan kerangka TPB. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel dinamika media sosial sebagai bagian dari norma subjektif yang masih terbatas dibahas dalam literatur terkait kepatuhan pajak khususnya dalam konteks pekerja bebas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pekerja bebas sekaligus memberi masukan bagi kebijakan fiskal yang lebih efektif.
1.2 [bookmark: _Toc216714717][bookmark: _Toc216716666]Rumusan Masalah
1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah dinamika media sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah kebijakan fiskal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
1.3 [bookmark: _Toc216714718][bookmark: _Toc216716667]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh dinamika media sosial terhadap kepatuhan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap kepatuhan pajak
1.4 [bookmark: _Toc216714719][bookmark: _Toc216716668]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perpajakan dan ekonomi perilaku. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak di sektor informal, terutama pekerja bebas yang masih jarang diteliti dibandingkan dengan wajib pajak badan atau karyawan formal. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat penerapan TPB dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak individu.
2. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui penguatan kesadaran wajib pajak, pemanfaatan media sosial, serta penerapan kebijakan fiskal yang lebih efektif bagi pekerja bebas.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan layanan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pekerja bebas agar tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.
2

3. Bagi pekerja bebas: Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran pajak, peran media sosial sebagai sumber informasi perpajakan, serta manfaat kebijakan fiskal dalam mempermudah pemenuhan kewajiban pajak.
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[bookmark: _Toc216714720][bookmark: _Toc216716669]BAB II
[bookmark: _Toc216714721][bookmark: _Toc216715985][bookmark: _Toc216716670]KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc216714722][bookmark: _Toc216716671]2.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)
Theory of Planned Behaviour (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang sebelumnya ia kembangkan bersama Martin Fishbein. Berbeda dengan TRA yang menganggap semua perilaku sepenuhnya berada dalam kendali individu, TPB menambahkan elemen perceived behavioural control (persepsi kontrol perilaku). Unsur tambahan ini membuat TPB lebih relevan dan realistis, karena mengakui bahwa dalam kenyataannya, tidak semua keputusan dibuat dalam situasi yang ideal atau sepenuhnya terkendali.
Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang sangat ditentukan oleh niatnya untuk bertindak, dan niat ini sendiri dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu sebagai berikut.
1. Sikap Terhadap Perilaku
Sikap mencerminkan bagaimana seseorang memandang suatu tindakan apakah dianggap baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Sikap ini terbentuk dari keyakinan bahwa tindakan tersebut akan membawa hasil positif. Semakin positif penilaian terhadap hasilnya, semakin besar kemungkinan seseorang berniat melakukannya.
2. Norma Subjektif
Tekanan sosial berperan penting dalam TPB. Seseorang cenderung mempertimbangkan pendapat orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Jika lingkungan mendukung suatu tindakan, individu biasanya terdorong untuk mengikutinya..
3. Persepsi Kontrol Perilaku 
Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas suatu tindakan. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti sumber daya atau kesempatan) maupun internal (seperti rasa percaya diri). Semakin kuat keyakinan “saya bisa melakukan ini,” semakin besar niat untuk bertindak. Bahkan, dalam beberapa kasus, persepsi ini dapat langsung memengaruhi perilaku tanpa melalui niat terlebih dahulu.
Ketiga faktor ini bersama-sama membentuk niat perilaku, yang dianggap sebagai penentu utama dari perilaku nyata. Namun demikian, TPB juga mengakui bahwa perilaku tidak selalu muncul meskipun niat telah terbentuk, terutama bila terdapat hambatan yang signifikan di luar kendali individu (Ajzen, 1991).
Teori ini telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perpajakan, khususnya untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak (Agassy & Tanno, 2024). Misalnya, TPB dapat menjelaskan mengapa seseorang memutuskan untuk membayar pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan dengan jujur, atau mengikuti peraturan fiskal lainnya. 
Dengan demikian, TPB tetap menjadi salah satu teori perilaku yang paling banyak diaplikasikan dalam penelitian karena pendekatannya yang logis dan terstruktur. Penjelasan ini didasarkan pada pemikiran Ajzen (1991) yang dituangkan dalam artikelnya berjudul The Theory of Planned Behavior, yang diterbitkan dalam jurnal Organizational Behavior and Human Decision Processes.
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          Kesadaran pajak pada dasarnya mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menghargai, dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran ini tidak hanya sebatas mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap fungsi pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Marampa & Febriani (2024), kesadaran pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan bersama, sehingga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan muncul dari kesadaran diri, bukan karena paksaan. Menurut Nurmantu (2018) menjelaskan bahwa kesadaran pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak yang mencerminkan tingkat pengakuan terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara kepada negara. Artinya, semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, semakin besar pula kemauannya untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Setiyowati (2020), kesadaran pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemahaman dan kemauan dari individu untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak, dengan dasar pemikiran bahwa pajak bukan beban, melainkan sarana partisipasi dalam pembangunan nasional.
Sementara itu, Resmi (2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak adalah suatu kondisi psikologis di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Menurut Rahayu dan Rusydi (2019), kesadaran pajak mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan tentang ketentuan pajak, pemahaman terhadap fungsi pajak bagi negara, dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Dengan demikian, kesadaran pajak tidak hanya terkait dengan aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan konatif dari wajib pajak.
Secara lebih luas, kesadaran pajak merupakan kemauan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan, didorong oleh pemahaman akan pentingnya pajak bagi kemakmuran dan keberlangsungan negara. Kesadaran ini mencakup pemahaman terhadap fungsi dan aturan perpajakan serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Semakin tinggi kesadaran pajak masyarakat, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Syah Futry, 2021). Kesadaran pajak sendiri tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk cara pandang dan perilaku individu terhadap pajak.
     Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran pajak antara lain:
1. Pengetahuan tentang perpajakan.
2. Kepercayaan terhadap pemerintah
3. Sosialisasi dan edukasi pajak
4. Lingkungan 
5. Sanksi dan penegakan hukum
     Kesadaran pajak yang kuat akan mendorong individu untuk melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, membangun kesadaran pajak pada pekerja bebas menjadi langkah strategis untuk menciptakan budaya taat pajak yang berkelanjutan di masa depan.
     Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu (2005), indikator yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah:
1. Mengetahui adanya undang –undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
     Adapun indikator dari Kesadaran Wajib Pajak menurut Dona (2017), yakni: 
1. Mengetahui adanya peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Mengerti bahwa bayar pajak wajib dilakukan berdasarkan pada aturan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar dan melapor pajak tahunan secara benar dan tepat waktu.
      Indikator kesadaran wajib pajak diadaptasi dari Wulandari (2020), yang meliputi:
1. Kesediaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
2. Pemahaman pajak sebagai sumber penerimaan negara,
3. Pemahaman fungsi pajak untuk pembangunan negara,
4. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara, dan
5. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara.
     Menurut Devi Wahyuni (2021) seorang wajib pajak dikatakan memiliki 
kesadaran apabila : 
1. Mengetahui tentang fungsi pajak.
2. Mengetahui tentang self assesment system.
3. Menyadari bahwa pajak untuk iuran pembangunan
4. Menyadari bahwa pajak sebagai dana pengeluaran dan pelaksanaan tugas pemerintah
5. Mengetahu tentang sanksi pajak
     Terdapat beberapa indikator diukur dalam kesadaran wajib pajak menurut Madjodjo & Baharuddin (2022) meliputi :
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Waijb pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.
     Berdasarkan indikator-indikator yang telah dipaparkan diatas, maka indikator yang digunakan untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Kesediaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara
4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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Perkembangan media sosial merupakan salah satu fenomena komunikasi digital paling berpengaruh dalam dua dekade terakhir. Pada awalnya, media sosial muncul sebagai platform interaksi antarindividu melalui jaringan internet. Menurut Boyd dan Ellison (2007), media sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan individu membangun profil publik atau semi publik, berinteraksi, dan membentuk jaringan sosial dengan pengguna lain.
Kemunculan media sosial seperti Friendster (2002), Facebook (2004), Twitter (2006), Instagram (2010), dan TikTok (2016) telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, mencari informasi, hingga membentuk opini publik. Perubahan cepat ini menimbulkan suatu fenomena baru yang disebut dinamika media sosial, yakni perubahan yang terus-menerus terjadi dalam pola komunikasi, interaksi, dan persepsi sosial akibat aktivitas di media sosial.
Konsep “dinamika” sendiri secara umum berarti pergerakan atau perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dalam suatu sistem (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024). Ketika dikaitkan dengan media sosial, dinamika ini menggambarkan bagaimana konten, tren, algoritma, dan perilaku pengguna mengalami perubahan cepat yang memengaruhi cara informasi diterima dan disebarkan di masyarakat.
Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial memiliki karakteristik utama seperti partisipasi pengguna, transparansi, interaktivitas, dan kecepatan penyebaran informasi. Karakteristik inilah yang menciptakan dinamika tinggi — di mana opini publik dapat terbentuk, berubah, bahkan memengaruhi keputusan individu maupun lembaga dalam waktu yang sangat singkat. Lebih lanjut, Safko (2012) menjelaskan bahwa dinamika media sosial bukan hanya tentang perubahan platform atau teknologi, tetapi juga mencakup perubahan perilaku komunikasi, cara berpikir, dan pola konsumsi informasi masyarakat. Dinamika ini dapat memengaruhi banyak bidang, termasuk ekonomi, politik, dan bahkan perilaku kepatuhan terhadap kebijakan publik seperti pajak.
Dalam konteks penelitian ini, dinamika media sosial diartikan sebagai perubahan cepat dan berkelanjutan dalam interaksi, persepsi, serta arus informasi di platform digital yang memengaruhi cara individu memahami, merespons, dan mengambil keputusan terhadap suatu isu. Dengan demikian, dinamika media sosial tidak hanya mencerminkan aktivitas pengguna, tetapi juga kekuatannya dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat. Fenomena ini tampak melalui berbagai bentuk interaksi dan partisipasi pengguna di ruang digital, di mana masyarakat tidak lagi sekadar penerima informasi, melainkan turut membentuk wacana dan opini publik, termasuk terkait kebijakan perpajakan.
     Adapun bentuk interaksi yang sering terjadi yaitu :
1. Komentar di unggahan berita atau konten edukasi pajak
2. Thread atau utas diskusi di platform seperti X (Twitter)
3. Pembuatan video reaksi atau opini oleh content creator
4. Penggunaan tagar (hashtag) untuk mengangkat isu pajak tertentu
5. Voting atau polling di platform media sosial
6. Berbagi ulang (repost) konten pajak dengan tambahan opini pribadi
7. Live streaming atau diskusi langsung dengan audiens
8. Meme atau konten satire yang mengomentari kebijakan pajak
9. Petisi daring yang menyuarakan ketidaksetujuan atau usulan perubahan
     Dinamika media sosial didorong oleh keterbukaan akses informasi, kebiasaan digital yang tinggi, dan kebebasan berpendapat tanpa batas geografis. Namun, hal ini juga membuka peluang penyebaran misinformasi, terutama jika kebijakan pajak kurang jelas atau kurang transparan. Bagi pekerja bebas yang aktif menggunakan media sosial sebagai ruang kerja sekaligus ruang interaksi, pendekatan edukasi pajak perlu bersifat relevan dan hadir di tengah percakapan digital yang sedang berlangsung.
     Menurut penelitian yang dilakukan Herawati et al (2018) indikator yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Frekuensi interaksi dengan promosi pajak di media sosial
2. Tingkat pemahaman informasi pajak yang diperoleh di media sosial
3. Kecepatan penyebaran informasi perpajakan
     Menurut penelitian Dian Ayu Lestari et al (2025) indikator yang digunakan ialah:
1. Participation (jumlah like, komentar, dan bagikan)
2. Openness (akses dan transparansi feedback)
3. Conversation (interaksi dialog)
4. Community / Connectedness (Pembentukan komunitas diskusi pajak)
     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septanta et al (2023) ialah:
1. Kualitas informasi media sosial
2. Tekanan lingkungan atau sosial
     Berdasarkan indikator indikator yang telah disebutkan sebelumnya, maka indikator yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Frekuensi interaksi dengan konten promosi pajak di media sosial.
2. Kecepatan penyebaran informasi perpajakan.
3. Kualitas informasi media sosial.
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Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan negara, pengeluaran atau belanja negara, serta pembiayaan atau investasi pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Kemenkeu, 2024). Dengan kata lain, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara makro agar tercipta keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.
Secara umum, kebijakan fiskal terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kebijakan pendapatan (revenue policy), kebijakan pengeluaran (expenditure policy), dan kebijakan pembiayaan (financing policy).
1. Kebijakan pendapatan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara, terutama melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Kebijakan pengeluaran berfokus pada alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
3. Kebijakan pembiayaan mengatur sumber dana yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, seperti pinjaman dalam dan luar negeri, serta penerbitan surat berharga negara.
Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan pendapatan, khususnya dari sisi sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal karena menjadi alat utama implementasi dari kebijakan tersebut. Menurut OECD (2023) dan Kementerian Keuangan RI (2022), sistem administrasi pajak yang baik menentukan efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya sistem administrasi yang efisien, kebijakan fiskal tidak dapat berjalan dengan baik karena pengumpulan penerimaan negara tidak akan optimal. Melalui reformasi sistem administrasi seperti penerapan Core Tax Administration System (CTAS), e-Filing, dan DJP Online, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas sistem administrasi pajak di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya literasi digital wajib pajak, ketidaksesuaian data dalam sistem, minimnya kesadaran pajak, serta adanya kendala teknis pada platform digital seperti gangguan sistem atau akses terbatas di wilayah tertentu. Selain itu, masih ada sebagian pekerja bebas atau pelaku ekonomi digital yang belum memahami prosedur pelaporan pajak secara daring, sehingga kepatuhan pajak belum tercapai secara maksimal. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap sistem perpajakan yang berlaku Dengan kata lain, administrasi perpajakan digital seperti Coretax juga termasuk dalam kebijakan fiskal, karena merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem pajak nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal terbaru adalah penerapan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kebijakan ini mulai berlaku secara nasional pada tahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025. Dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, karena masyarakat cukup menggunakan satu nomor (NIK) tanpa perlu membuat NPWP baru dan untuk memperluas basis pajak, sebab setiap penduduk Indonesia otomatis dapat teridentifikasi sebagai calon wajib pajak.
Dalam konteks penelitian ini, kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya melalui penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan sistem Coretax sebagai sistem administrasi pajak terpadu.
Menurut (Putri et al, 2024) indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut 
1. Kemudahan akses
2. Kecepatan transaksi
3. Keamanan sistem
4. Fitur layanan
5. Biaya transaksi
     Menurut (Eca Putri Widari, 2025) yang menjadi indikator adalah :
1. Kemudahan pendaftaran
2. Kecepatan proses pendaftaran
3. Kemudahan pelaporan
4. Jaminan keamanan data
5. Kemudahan pembayaran
6. Kecepatan proses membayar
7. Kemudahan pengisian form
8. Efisiensi beban server
     Menurut Arfah & Aditama dalam (Alya & Khairanis, 2023) indikatornya adalah:
1. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi yang Modern (e-registration, e-filing, e-biling)
2. Aspek kemudahan dalam penggunaan sistem
3. Aspek kecepatan sistem administratif
Berdasarkan indikator-indikator yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kemudahan pendaftaran
2. Kecepatan proses pendaftaran
3. Kemudahan pelaporan
4. Jaminan keamanan data
5. Kemudahan pembayaran
6. Kecepatan proses membayar
[bookmark: _Toc216714725][bookmark: _Toc216716675]2.5 Kepatuhan Pajak
     Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), kepatuhan pajak adalah aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan, seperti pelaporan tepat waktu, perhitungan dan pembayaran yang benar, serta menghindari penghindaran atau penggelapan pajak. Tingkat kepatuhan sangat menentukan efektivitas penerimaan negara. 
     Pekerja Bebas yang banyak bergantung pada ekosistem digital sekaligus menjadi kelompok wajib pajak potensial, kepatuhan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan perpajakan yang berlaku, edukasi pajak yang tepat sasaran, kesadaran pajak yang tumbuh melalui pengalaman langsung, serta dinamika media sosial yang membentuk opini publik dan persepsi terhadap kebijakan perpajakan. Pekerja bebas terbiasa dengan informasi cepat dan komunikasi interaktif, sehingga pendekatan konvensional kurang efektif. Edukasi pajak harus relevan, mudah dipahami, dan hadir di ruang digital yang mereka gunakan, agar mendorong keterlibatan, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan kepatuhan secara sukarela.
     Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan pajak yang menyasar berbagai aspek berikut:
1. Peningkatan literasi dan edukasi pajak bagi pekerja bebas, agar mereka memahami hak, kewajiban, serta manfaat pajak bagi keberlanjutan usaha dan ekonomi.
2. Pemanfaatan media digital dan platform pekerja bebas, seperti media sosial, marketplace jasa, dan aplikasi keuangan, untuk menyebarkan informasi pajak secara mudah dan menarik.
3. Pelayanan perpajakan yang fleksibel, ramah, dan responsif, menyesuaikan dengan karakteristik pekerjaan bebas yang tidak memiliki penghasilan tetap atau jam kerja baku.
4. Kolaborasi dengan komunitas pekerja lepas, kreator digital, dan influencer profesional, untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui contoh nyata dan pesan yang relevan.
5. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah, guna membangun kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dikelola untuk kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
     Adapun indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Intan (2019): 
1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kembali SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan benar dan sesuai waktunya. 
3. Selalu membayar kekurangan pajak. 
4. Kepatuhan dalam perhitungan & pembayaran pajak terhutang.
     Menurut Siti Kurnia (2020) indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
     Menurut Efriyenty (2019), terdapat beberapa indikator yang dalam mengukur kepatuhan pajak. Adapun indikator dimaksud yakni sebagai berikut:
1. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Membayar pajaknya tepat dan sesuai pada waktu yang ditentukan.
3. Wajib pajak memenuhi semua persyaratan pada saat melakukan membayar pajak.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pelunasan pajak.
     Menurut (Andani, 2018) ada beberapa poin indikator dalam kepatuhan pajak antara lain:
1. Wajib Pajak mengerti atau berupaya dalam memahami ketetapan norma hukum perpajakan. wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang undang-undang perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat. Wajib pajak mengisi informasi yang diperlukan dalam formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang dibayar berdasarkan penghasilan dan potongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya. Wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
     Berdasarkan dari indikator-indikator yang telah dipaparkan diatas, maka dapat    ditarik indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang dibayar berdasarkan penghasilan dan potongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, benar, dan tepat waktu
3. Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang terutang
4. Memahami dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku
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	Peneliti & Tahun
	Variabel 
	Hasil Penelitian

	Exzel Junianto Marampa (2023)
	Variabel Independen :
1. Pengetahuan Perpajakan
2. Sanksi Pajak
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi Pekerja Bebas
Variabel Moderasi :
1. Kesadaran Pajak
	Kesadaran Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Orang Pribadi Pekerja Bebas

	Novian Ristanto & Martinus Budiantara (2024)
	Variabel Independen :
1. Literasi Pajak
2. Kesadaran Pajak
3. E-filling
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	Kesadaran Pajak tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

	Ni Putu Ayu Siska Wulandari & Ni Luh Supeni (2019)
	Variabel Independen :
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Sanksi Perpajakan
3. Kualitas Pelayanan
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kesadaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan.

	Indah Mawaddah, Zirman, & Rezi Abdurrahman (2023)
	Variabel Independen :
1. Sosialisasi Perpajakan
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Tarif Pajak
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-commerce.
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang menggunakan layanan e-commerce.

	Reza Aditya Ariesandrio (2018)
	Variabel Independen :
1. Pesan Dalam Media Sosial
Variabel Dependen :
1. Sikap Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
	Pesan Dalam Media Sosial berpengaruh signifikan terhadap Sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

	Adinda Balqis & Rusdi (2020)
	Variabel Independen :
1. Kesadaran Pajak
2. Subjective Norms
3. Media Sosial
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial
	Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial

	Sudarmadi Sudarmadi & Gunung Subagyo A.H (2025)
	Variabel Independen :
1. Kebijakan Fiskal 
Variabel Dependen :
1. Pendapatan Pajak
	Kebijakan Fiskal dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIP) yang baru telah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

	Seliana Dasul (2022)
	Variabel Independen :
1. Kebijakan Fiskal 
2. Sikap Wajib Pajak 
3. Penggunaan Aplikasi Perpajakan 
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak di  KPP Pratama Malang
	Kebijakan fiskal berpengaruh substansial terhadap kepatuhan Wajib Pajak

	Bayu Andrianto (2023)
	Variabel Independen :
1. Kesadaran Wajib Pajak 
2. Pelayanan Perpajakan 
3. Kepatuhan Perpajakan 
Variabel Dependen :
1. Penerimaan Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak (Pekerja Bebas) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mampang Prapatan

	Maulidia & Nur Fitri (2018)
	Variabel Independen :
1. Kesadaran Pajak 
2. Pelayanan Fiskus 
3. Sanksi Pajak
Variabel Dependen :
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
	Variabel kesadaran wajib pajak (X1) belum mampu mempengaruhi variabel  kepatuhan wajib pajak (Y).


Sumber : Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc216714727][bookmark: _Toc216716677]2.7 Kerangka Konseptual
     Kerangka konsep dalam penelitian ini menggunakan TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi perilaku individu. TPB menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).
     Dalam penelitian ini, kesadaran pajak berfungsi untuk memengaruhi perilaku individu dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Individu dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan memiliki keyakinan lebih besar terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi negara, serta merasa lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakan.
     Dinamika media sosial berperan dalam membentuk norma subjektif, yaitu keyakinan individu mengenai bagaimana perilaku mereka akan dipersepsikan oleh orang lain, termasuk teman sebaya dan masyarakat digital. Narasi yang berkembang di media sosial dapat mendorong terbentuknya opini positif atau negatif terhadap sistem perpajakan, sehingga sangat memengaruhi niat pekerja bebas untuk patuh pajak.
     Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam membentuk sikap dan niat individu untuk patuh pajak. Kebijakan yang adil, jelas, dan transparan, serta kemudahan administrasi yang diberikan oleh otoritas fiskal, dapat memperkuat kepercayaan pekerja bebas terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang tepat akan meningkatkan keyakinan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ketiga variabel kesadaran pajak, dinamika media sosial, dan kebijakan fiskal diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pekerja bebas.


Pengaruh Kesadaran Pajak, Dinamika Media Sosial, dan Kebijakan Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak



Kurangnya Kontribusi Pajak Pekerja Bebas



		Theory of Planned Behaviour
(Teori Perilaku Terencana)


Perceived Behavioral Control
Attitude Toward Behaviour
Subjective Norms

Dinamika Media Sosial
Kebijakan Fiskal
Kesadaran Pajak

Niat Untuk Berperilaku


Kepatuhan Pajak Pekerja Bebas
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[bookmark: _Toc216714729][bookmark: _Toc216716679]2.8.1 Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak Pekerja Bebas
Berdasarkan sikap terhadap perilaku dalam TPB, yaitu bagaimana seseorang menilai suatu tindakan sebagai hal yang baik atau buruk, aspek ini mencerminkan sejauh mana individu memandang kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang bermanfaat. Semakin positif sikap seseorang dalam membayar pajak, semakin besar pula keinginannya untuk mematuhi kewajiban (Pattimahu et al., 2023).
Kesadaran pajak berperan dalam membentuk sikap positif tersebut karena individu yang memahami fungsi pajak bagi pembangunan akan lebih menghargai pentingnya kepatuhan (Prakoso et al., 2024). Pekerja bebas dengan kesadaran pajak tinggi cenderung memandang kewajiban perpajakan bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi kepada negara (Anggraini & Herianti, 2022). Ini mendorong munculnya sikap positif yang meningkatkan kepatuhan pajak.
Indriati et al. (2022) telah melakukan penelitian yang menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada kelompok berpenghasilan tidak tetap seperti pekerja bebas. Pratiwi & Jati (2020) juga mengatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WPOP. Temuan ini memperjelas bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seseorang, semakin positif pula sikapnya terhadap perilaku membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari uraian tersebut hipotesis penelitian adalah:
H1: Kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.
[bookmark: _Toc216716680]2.8.2 Dinamika Media Sosial dan Kepatuhan Pajak Pekerja Bebas
Berdasarkan norma subjektif dalam TPB menggambarkan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Norma ini terbentuk dari pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau komunitas daring. Jika lingkungan memberikan dukungan terhadap suatu perilaku, individu cenderung akan mengikutinya, begitu pula sebaliknya.
Dinamika media sosial berperan besar dalam membentuk norma sosial tersebut. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi pajak, namun juga tempat penyebaran opini negatif terkait pajak, seperti isu korupsi dan ketidakadilan penggunaan pajak (Eka Putri Adamansyah & Aditia Yudhistira, 2023). Arus informasi semacam ini dapat menurunkan moral pajak dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, sehingga perilaku tidak patuh dianggap wajar di lingkungan digital (Elfriska et al., 2025).
Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman dan Putri (2022) menemukan bahwa tingginya penggunaan media sosial dapat memperkuat persepsi negatif terhadap perpajakan dan menurunkan kepatuhan pajak, Ariesandrio (2018) juga mengatakan bahwa pesan dalam media sosial berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Mereka juga menjelaskan bahwa algoritma media sosial yang menonjolkan konten provokatif turut memperbesar bias negatif terhadap otoritas pajak. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan adalah:
H2: Dinamika media sosial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan pajak.
[bookmark: _Toc216714730][bookmark: _Toc216716681]2.8.3 Kebijakan Fiskal dan Kepatuhan Pajak Pekerja Bebas
Berdasarkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu sejauh mana individu merasa mampu melakukan suatu tindakan. Aspek ini mencerminkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban pajak. Semakin tinggi persepsi individu bahwa ia mampu memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula kemungkinan untuk berperilaku patuh pajak.
Dalam hal ini, kebijakan fiskal berperan penting dalam membentuk persepsi tersebut. Bagi pekerja bebas yang memiliki penghasilan tidak tetap dan harus melapor serta membayar pajak secara mandiri, kebijakan fiskal yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami akan meningkatkan rasa mampu dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Susilawati et al., 2024). Sebaliknya, kebijakan yang rumit dan kurang jelas dapat menurunkan kepercayaan diri serta memicu ketidakpatuhan. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang baik dapat memperkuat persepsi kontrol atas perilaku membayar pajak (Afriyanti & Rachpriliani, 2024).
Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Yusuf (2023) menunjukkan bahwa kejelasan regulasi serta kemudahan kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wijaya et al. (2023) dan Wati et al. (2023) juga menemukan bahwa digitalisasi dan sosialisasi kebijakan fiskal mendorong kepatuhan. Hasil tersebut menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang terstruktur dan mudah diakses dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari uraian tersebut hipotesis penelitian :
H3: Kebijakan fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.
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[bookmark: _Toc216717987]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber : Data Diolah, 2025
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[bookmark: _Toc216714735][bookmark: _Toc216716686]3.1.1 Kesadaran Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak tahu dan paham tentang fungsi, dan tujuan membayar pajak. Kesadaran ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga pemahaman bahwa pajak penting untuk membiayai pembangunan negara. Kesadaran ini muncul ketika individu memahami fungsi pajak, serta bersedia menjalankan kewajiban tersebut tanpa paksaan. Indikator kesadaran pajak dalam penelitian ini diadaptasi dari beberapa sumber (Safri Nurmantu (2007), Wulandari (2020), Madjodjo & Baharuddin (2022), Devi Wahyuni (2021)), yang mencakup :
1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Kesediaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara
4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
[bookmark: _Toc216714736][bookmark: _Toc216716687]3.1.2 Dinamika Media Sosial
Dinamika media sosial menggambarkan bagaimana wajib pajak berinteraksi dan terpapar berbagai informasi tentang pajak di platform media sosial. Informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat maupun lambat, serta mencakup berita positif maupun negatif. Hal ini dapat memengaruhi cara pekerja bebas menilai, memahami, dan membentuk persepsi mereka terhadap pajak. Indikator dinamika media sosial dalam penelitian ini diadaptasi dari beberapa sumber (Herawati et al (2018) dan Septanta et al (2023)), yang mencakup :
1. Frekuensi interaksi dengan konten promosi pajak di media sosial
2. Kecepatan penyebaran informasi perpajakan 
3. Kualitas informasi media sosial 
[bookmark: _Toc216714737][bookmark: _Toc216716688]3.1.3 Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dimaknai sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara melalui sistem administrasi perpajakan. Fokusnya terletak pada efektivitas sistem administrasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal secara efisien. Indikator kebijakan fiskal dalam penelitian ini diadaptasi dari beberapa sumber ((Putri et al, 2024) dan (Eca Putri Widari, 2025)) yang mencakup:
1. Kemudahan pendaftaran 
2. Kecepatan proses pendaftaran 
3. Kemudahan pelaporan 
4. Jaminan keamanan data
5. Kemudahan pembayaran 
6. Kecepatan proses membayar
[bookmark: _Toc216714738][bookmark: _Toc216716689]3.1.4 Kepatuhan Pajak
Kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dari wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam menjalankan dan memenuhi aturan-aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini diadaptasi dari beberapa sumber (Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2017), Bardjo & Siti Zainab (2017), Reza Nabilla Fitria Farah (2020), Dina et al. (2022), Andi Fahira (2024)), yang mencakup:
1. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, benar, dan tepat waktu
3. Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang terutang
[bookmark: _Toc216718101]Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukur Variabel
	Variabel Operasional
	Definisi Operasional
	Indikator
	Nomor Pernyataan

	X1
Kesadaran Pajak
	Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak tahu dan paham tentang fungsi membayar pajak. Kesadaran ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga pemahaman bahwa pajak penting untuk membiayai pembangunan negara. Kesadaran ini muncul ketika individu memahami fungsi pajak, serta bersedia menjalankan kewajiban tersebut tanpa paksaan.
	1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
	1,2

	
	
	2. Kesediaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
	3,4

	
	
	3. Kesadaran bahwa penundaan dan ketidaksesuaian pembayaran pajak dapat merugikan negara
	5,6

	
	
	4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	7,8

	X2
Dinamika Media Sosial
	Dinamika media sosial menggambarkan bagaimana wajib pajak berinteraksi dan terpapar berbagai informasi tentang pajak di platform media sosial. Informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat maupun lambat, serta mencakup berita positif maupun negatif.
	1. Frekuensi interaksi dengan konten promosi pajak di media sosial 
	1

	
	
	2. Kecepatan penyebaran informasi perpajakan 
	2,3

	
	
	3. Kualitas informasi media sosial
	4,5

	X3
Kebijakan Fiskal
	Kebijakan fiskal adalah kebijakan pada sistem administrasi perpajakan yang dibuat pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan tujuan agar proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak.
	1. Kemudahan pendaftaran 
	1

	
	
	2. Kecepatan proses pendaftaran 
	2,3

	
	
	3. Kemudahan pelaporan 
	4,5

	
	
	4. Jaminan keamanan data
	6,7

	
	
	5. Kemudahan pembayaran 
	8,9

	
	
	6. Kecepatan proses pembayaran 
	10

	Y1
Kepatuhan Pajak Pekerja Bebas
	Kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dari wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dalam menjalankan dan memenuhi aturan-aturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

	1. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 
	1,2

	
	
	2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, dan tepat waktu
	3,4

	
	
	3. Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang terutang
	5,6


Sumber : Data Diolah, 2025
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[bookmark: _Toc216714740][bookmark: _Toc216716691]3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dalam hal ini adalah responden dari kalangan pekerja bebas yang berdomisili di Kota Samarinda. Data primer dipilih karena mampu memberikan informasi yang relevan dan terkini sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks ini, responden terdiri atas individu yang telah menjadi wajib pajak.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang khusus oleh peneliti Google berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu kesadaran pajak, dinamika media sosial, kebijakan fiskal, dan kepatuhan pajak. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertutup yang disesuaikan dengan indikator masing-masing variabel, kemudian disebarkan secara daring menggunakan platform digital Form.
Penggunaan Google Form dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain mudah diakses oleh responden melalui berbagai perangkat (seperti ponsel, tablet, maupun komputer), gratis digunakan, serta mampu menampung data dalam jumlah besar secara otomatis dan terstruktur. Selain itu, Google Form memungkinkan peneliti untuk memantau pengisian kuesioner secara real time, mengunduh hasil secara langsung dalam format spreadsheet, serta meminimalkan kesalahan input data. Fitur-fitur ini membuat proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih efisien, akurat, dan hemat waktu.
Pendekatan online ini juga dianggap paling sesuai dengan karakteristik pekerja bebas yang umumnya aktif menggunakan teknologi digital, bekerja secara fleksibel, serta terbiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi. Selain itu, penggunaan kuesioner online memungkinkan penyebaran data dilakukan secara lebih luas dan efisien, tanpa batasan waktu dan lokasi. Hal ini juga mendukung kecepatan dalam proses pengumpulan data serta memudahkan responden dalam mengakses dan mengisi kuesioner sesuai dengan kenyamanan mereka.
Dengan menggunakan data primer dari kuesioner ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang spesifik, valid, dan sesuai dengan konteks lokal, yaitu pekerja bebas di Samarinda. Informasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta menguji pengaruh antar variabel yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai dinamika yang terjadi. Hasil tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat dalam pengambilan kebijakan maupun pengembangan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya yang berkaitan dengan edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak bagi pekerja bebas di masa mendatang.
[bookmark: _Toc216716692]3.4 Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc216714741][bookmark: _Toc216716693]3.4.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, sebanyak 41.483 orang. WPOP merujuk pada individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berkewajiban untuk melaporkan serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
Pemilihan populasi ini didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, yaitu pengaruh faktor-faktor seperti kesadaran pajak, dinamika media sosial, dan kebijakan fiskal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
[bookmark: _Toc216716694]3.4.2 Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bagi keseluruhan populasi.
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, karena jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Samarinda Ilir telah diketahui, yaitu sebanyak 41.483 orang. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan batas toleransi kesalahan (margin of error) yang diterapkan. Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut:

Keterangan:
· = ukuran sampel
· = jumlah populasi
· = batas kesalahan (margin of error)
Berikut perhitungannya dengan populasi 41.483 dan tingkat kesalahan 10% (0,10):

Dengan demikian, jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden.
Metode Slovin dipilih karena sederhana, mudah diterapkan, dan dapat memberikan ukuran sampel yang representatif berdasarkan tingkat kesalahan dan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini.
Selain itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini juga menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3. Termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas.
Dengan penggunaan kriteria tersebut, sampel yang diperoleh diharapkan benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan WPOP.
[bookmark: _Toc216716695]3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.
[bookmark: _Toc197590205]Kuesioner yang digunakan disusun dalam bentuk skala Likert seperti berikut ini
[bookmark: _Toc202169388][bookmark: _Toc216718102]Tabel 3. 2 Skala Likert
	Kesadaran Pajak
	Dinamika Media Sosial
	Kebijakan Fiskal
	Kepatuhan Wajib Pajak
	Nilai

	Sangat tidak setuju
	Sangat tidak setuju
	Sangat tidak setuju
	Sangat tidak setuju
	1

	Tidak setuju
	Tidak setuju
	Tidak setuju
	Tidak setuju
	2

	Netral
	Netral
	Netral
	Netral
	3

	Setuju
	Setuju
	Setuju
	Setuju
	4

	Sangat Setuju
	Sangat Setuju
	Sangat setuju
	Sangat setuju
	5


Sumber : Data Diolah, 2025
        Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan platform digital seperti Google Form, sesuai dengan karakteristik pekerja bebas yang akrab dengan teknologi dan media sosial dalam mendukung aktivitas kerja mereka. Kuesioner disebarkan melalui berbagai kanal digital seperti WhatsApp, Instagram, dan komunitas pekerja bebas untuk menjangkau responden yang relevan secara efisien dari segi waktu dan biaya.
     Sebelum penyebaran luas, kuesioner diuji coba pada sejumlah responden terbatas untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kejelasan instrumen. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan mendukung analisis penelitian secara valid
[bookmark: _Toc216716696]3.6 Pilot Test
Pilot test  merupakan uji awal yang bertujuan untuk memastikan setiap item dalam kuesioner tercakup dan benar menurut pendapat responden. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melaksanakan pilot test untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten, serta mudah dipahami oleh responden. Pilot test dilakukan terhadap 30 responden pekerja bebas yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian, namun tidak termasuk dalam sampel penelitian utama.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas, dengan nilai loading factor di atas 0,7 dan nilai AVE lebih besar dari 0,5. Selain itu, seluruh indikator juga dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability diatas 0,7.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan dalam penelitian utama.
[bookmark: _Toc216714743][bookmark: _Toc216716697]3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS), menggunakan software SmartPLS.
Pemilihan metode SEM-PLS dilakukan karena metode ini cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif, memiliki model teoritis yang kompleks, serta tidak menuntut asumsi distribusi data normal secara ketat. Selain itu, SEM-PLS mampu menguji hubungan antara variabel laten secara simultan, serta mengukur validitas dan reliabilitas konstruk dalam satu kesatuan analisis. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:
[bookmark: _Toc216714744][bookmark: _Toc216716698]3.7.1 Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)
Pengujian ini bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari setiap konstruk (variabel laten). Beberapa indikator yang digunakan antara lain:
1. Loading Factor : digunakan untuk melihat seberapa kuat indikator dapat menjelaskan konstruk. Menurut Hair et al, 2017 :
1. Nilai loading factor yang baik adalah ≥ 0,70.
2. Jika terdapat indikator dengan nilai antara 0,40 sampai 0,69, indikator tersebut masih dapat dipertahankan apabila AVE diatas 0,5 dan  Composite Reliability diatas 0,7.
3. Namun, jika nilai < 0,40, indikator sebaiknya dihapus karena dianggap tidak mampu menjelaskan konstruk dengan baik.
2. Average Variance Extracted (AVE) : AVE menunjukkan besarnya varians yang dapat dijelaskan konstruk dibandingkan dengan varians error.
1. Nilai AVE ≥ 0,50 menunjukkan validitas konvergen terpenuhi.
2. Jika AVE sedikit di bawah 0,50 tetapi Composite Reliability tinggi, maka konstruk masih dapat dianggap valid, karena reliabilitas menunjukkan konsistensi indikator tetap kuat.
3. Composite Reliability (CR) dan Cronbach’s Alpha : Digunakan untuk menilai konsistensi internal dari indikator dalam satu konstruk.
1. Nilai CR dan Cronbach’s Alpha ≥ 0,70 menunjukkan reliabilitas yang baik.
2. Jika nilainya berada pada kisaran 0,60 sampai 0,69, konstruk masih dapat diterima dalam tahap penelitian eksploratif atau jika indikator lain menunjukkan validitas yang kuat.
3. Nilai di bawah 0,60 menunjukkan reliabilitas rendah dan memerlukan revisi konstruk atau indikator.
4. HTMT Rasio : HTMT digunakan untuk menguji validitas diskriminan antar konstruk agar tidak terjadi tumpang tindih.
1. Nilai HTMT < 0,90 menunjukkan bahwa konstruk benar-benar berbeda satu sama lain.
2. Jika nilainya mendekati 1 atau ≥ 0,90, hal ini menandakan konstruk terlalu mirip dan peneliti dapat mempertimbangkan:
a. menghilangkan indikator yang tumpang tindih, atau
b. menggabungkan konstruk jika secara teori memang saling berkaitan.
[bookmark: _Toc216714745][bookmark: _Toc216716699]3.7.2 Pengujian Inner Model (Model Struktural)
Pengujian ini digunakan untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel laten. Beberapa ukuran yang dianalisis meliputi:
1. R-square (R²) : Digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
i. R² ≥ 0,75 menunjukkan model kuat
ii. 0,50 ≤ R² < 0,75 menunjukkan model sedang
iii. 0,25 ≤ R² < 0,50 menunjukkan model lemah
Model masih dapat diterima meskipun nilainya rendah, apabila hubungan antar variabel sesuai teori dan hasil penelitian tetap konsisten.
2. Q-square (Q²) : Mengukur relevansi prediktif model.
i. Q² > 0 menunjukkan model memiliki prediktif
ii. Q² ≤ 0 menunjukkan model tidak memiliki prediktif
Apabila Q² rendah, peneliti dapat mempertimbangkan penambahan indikator atau variabel agar prediktif model meningkat.
3. Path Coefficient dan p-value : Digunakan untuk melihat arah dan signifikansi hubungan antar variabel.
i. p-value <0,05 berarti hubungan signifikan dan hipotesis diterima
ii. p-value ≥0,05 berarti hubungan tidak signifikan dan hipotesis ditolak
Jika hubungan tidak signifikan, namun arah hubungan sesuai teori, peneliti tetap dapat membahas hasil tersebut sebagai temuan empiris yang menunjukkan kondisi di lapangan.
4. Variance Inflation Factor (VIF) : Digunakan untuk menguji multikolinearitas antar konstruk.
i. VIF < 5 menunjukkan tidak ada masalah
ii. VIF ≥ 5 menunjukkan adanya multikolinearitas
Jika VIF tinggi, perlakuan yang dapat dilakukan adalah menghapus indikator tertentu, menyederhanakan konstruk, atau meninjau ulang model pengukuran.
[bookmark: _Toc216714746][bookmark: _Toc216716700]3.7.3 Uji Hipotesis
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05. Penentuan diterima atau tidaknya hipotesis didasarkan pada nilai p-value dan tanda koefisien jalur (positif atau negatif) yang dihasilkan dari analisis SEM-PLS. Jika p-value ≤ 0,05 maka pengaruh dinyatakan signifikan secara statistik, sedangkan jika p-value > 0,05 maka pengaruh dinyatakan tidak signifikan. Tanda koefisien positif menunjukkan pengaruh searah, sementara tanda koefisien negatif menunjukkan pengaruh berlawanan arah. Maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
1. Hipotesis 1 : Jika p-value ≤ 0,05 dan koefisien bernilai positif, maka kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja bebas.
2. Hipotesis 2 : Jika p-value ≤ 0,05 dan koefisien bernilai negatif, maka dinamika media sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja bebas.
3. Hipotesis 3 : Jika p-value ≤ 0,05 dan koefisien bernilai positif, maka kebijakan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja bebas.
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[bookmark: _Toc216717938]Lampiran  1
KUESIONER PENELITIAN
Pengaruh Kesadaran Pajak, Dinamika Media Sosial, dan Kebijakan Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak

A. PETUNJUK PENGISIAN
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat sebelum menjawab.
2. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau kondisi Anda.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah, semua jawaban berdasarkan    
    pengalaman pribadi.
4. Pastikan semua pertanyaan terisi agar data lebih lengkap.
5. Jawaban Anda bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan 
    penelitian.

      Setiap pernyataan menggunakan skala Likert 1–5:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

B. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama: _______________________________
2. Jenis Kelamin:
     	      ☐ Laki-laki                                 ☐ Perempuan
3. Usia : : _______________________________
4. Kepemilikan NPWP:
☐ Sudah memiliki                      ☐ Belum memiliki
5. Terdaftar di KPP Pratama Samarinda
      ☐ Samarinda Ilir		          ☐ Samarinda Ulu

C. PERNYATAAN KUESIONER
KESADARAN PAJAK
	No
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya mengetahui fungsi pajak untuk menunjang pembangunan negara.
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa pajak yang saya bayarkan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum
	
	
	
	
	

	3
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kemauan sendiri
	
	
	
	
	

	4
	Menurut saya, setiap orang yang sudah berpenghasilan secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	5
	Saya merasa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
	
	
	
	
	

	6
	Saya mengetahui bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian negara
	
	
	
	
	

	7
	Saya mengetahui bahwa mengabaikan ketentuan perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum
	
	
	
	
	

	8
	Saya memahami bahwa setiap kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
	
	
	
	
	



DINAMIKA MEDIA SOSIAL
	No
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya pernah melihat banyak perdebatan mengenai pajak di media sosial
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa berita atau informasi pajak yang salah cepat menyebar di media sosial
	
	
	
	
	

	3
	Saya pernah melihat informasi pajak yang menyesatkan di media sosial
	
	
	
	
	

	4
	Saya pernah menemukan informasi pajak di media sosial tidak sesuai fakta
	
	
	
	
	

	5
	Informasi pajak yang negatif di media sosial membuat saya merasa tidak yakin dengan pajak
	
	
	
	
	



KEBIJAKAN FISKAL
	No
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya merasa proses pendaftaran pajak sangat mudah untuk dilakukan
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa proses pendaftaran pajak berlangsung dengan cepat 
	
	
	
	
	

	3
	Saya menerima NPWP dalam waktu cepat setelah melakukan pendaftaran
	
	
	
	
	

	4
	Saya merasa proses pelaporan pajak tersusun dengan jelas sehingga mudah untuk dilakukan 
	
	
	
	
	

	5
	Saya merasa proses pelaporan pajak saat ini lebih sederhana
	
	
	
	
	

	6
	Saya yakin data pribadi saya aman saat melakukan pelaporan pajak 
	
	
	
	
	

	7
	Saya yakin sistem pelaporan pajak menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang saya laporkan
	
	
	
	
	

	8
	Saya merasa proses pembayaran pajak mudah dilakukan
	
	
	
	
	

	9
	Saya merasa proses pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja 
	
	
	
	
	

	10
	Saya merasa proses pembayaran pajak dapat menghemat waktu saya
	
	
	
	
	



KEPATUHAN PAJAK
	No
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang menjadi kewajiban saya
	
	
	
	
	

	2
	Saya selalu menghitung besarnya pajak dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	3
	Saya mengetahui tata cara pelaporan SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku
	
	
	
	
	

	4
	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan
	
	
	
	
	

	5
	Saya selalu melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal yang telah ditetapkan
	
	
	
	
	

	6
	Saya selalu memastikan pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
	
	
	
	
	



D. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini. Masukan Anda sangat berharga dalam membantu penelitian mengenai kepatuhan pajak di kalangan pekerja bebas.


[bookmark: _Toc216717939]Lampiran  2
TABULASI DATA RESPONDEN PILOT TEST
KESADARAN PAJAK (X1)
	Responden
	Kesadaran Pajak (X1)

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	X1.6
	X1.7
	X1.8

	1
	5
	2
	3
	4
	1
	2
	4
	3

	2
	4
	2
	1
	3
	5
	5
	5
	4

	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	3

	4
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	3
	4

	5
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	3
	4

	6
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	5
	5

	9
	4
	2
	4
	2
	3
	3
	4
	5

	10
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5

	11
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	12
	5
	3
	2
	2
	4
	4
	4
	5

	13
	3
	4
	3
	2
	4
	3
	3
	3

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	15
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	5
	2
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	17
	5
	2
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	2
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	19
	5
	2
	4
	5
	3
	3
	4
	4

	20
	4
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	22
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	5
	4

	23
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	5
	5

	24
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	3

	25
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	26
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	3
	3

	27
	4
	3
	4
	2
	4
	4
	5
	4

	28
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	29
	4
	3
	4
	4
	3
	2
	2
	3

	30
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4





DINAMIKA MEDIA SOSIAL (X2)
	Responden
	Dinamika Media Sosial (X2)

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5

	1
	4
	5
	5
	5
	5

	2
	4
	3
	2
	1
	3

	3
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	5
	3
	3
	5

	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	4
	3
	3
	3
	3

	8
	5
	4
	3
	3
	2

	9
	5
	5
	5
	5
	5

	10
	4
	4
	4
	4
	3

	11
	5
	4
	5
	5
	5

	12
	5
	4
	4
	4
	4

	13
	4
	3
	3
	3
	5

	14
	5
	5
	3
	5
	5

	15
	5
	4
	2
	3
	3

	16
	4
	2
	2
	2
	4

	17
	4
	4
	3
	4
	5

	18
	5
	5
	3
	4
	4

	19
	5
	2
	2
	2
	5

	20
	4
	5
	4
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	3

	22
	5
	5
	2
	3
	4

	23
	5
	5
	5
	3
	5

	24
	4
	4
	5
	5
	4

	25
	5
	3
	3
	3
	4

	26
	5
	3
	3
	5
	5

	27
	5
	4
	1
	3
	3

	28
	5
	5
	5
	5
	5

	29
	5
	5
	3
	3
	5

	30
	4
	5
	4
	3
	3





KEBIJAKAN FISKAL (X3)
	Responden
	Kebijakan Fiskal (X3)

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	X3.6
	X3.7
	X3.8
	X3.9
	X3.10

	1
	2
	4
	3
	3
	3
	1
	1
	4
	5
	4

	2
	2
	1
	4
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	3
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3

	4
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	3

	5
	1
	1
	5
	2
	5
	4
	4
	5
	5
	2

	6
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	9
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	5

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	11
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5

	12
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	4
	4

	13
	2
	4
	1
	3
	4
	2
	2
	4
	5
	3

	14
	5
	5
	3
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16
	3
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	3

	17
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	18
	3
	2
	3
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	19
	3
	3
	3
	3
	4
	1
	1
	3
	3
	3

	20
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	22
	2
	3
	4
	3
	3
	2
	1
	1
	4
	2

	23
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	3
	3
	5
	4

	24
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	4
	4

	25
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	5
	4

	26
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	27
	3
	3
	2
	4
	3
	5
	5
	4
	4
	3

	28
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	29
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4

	30
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4





KEPATUHAN PAJAK (Y)
	Responden
	Kepatuhan Pajak (Y)

	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Y.5
	Y.6

	1
	3
	4
	3
	3
	3
	5

	2
	2
	2
	3
	5
	4
	4

	3
	2
	4
	3
	3
	4
	4

	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	4
	4
	4
	2
	2
	5

	6
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	3
	4
	3
	3
	4
	4

	9
	4
	4
	4
	5
	5
	5

	10
	5
	4
	5
	5
	5
	5

	11
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	13
	4
	4
	4
	3
	3
	4

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	15
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	16
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	17
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	18
	2
	2
	2
	4
	4
	4

	19
	3
	5
	4
	4
	4
	3

	20
	3
	3
	4
	3
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	22
	4
	2
	5
	2
	1
	2

	23
	3
	4
	4
	4
	5
	5

	24
	3
	3
	3
	3
	3
	4

	25
	4
	4
	5
	3
	3
	4

	26
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	27
	4
	5
	5
	4
	5
	4

	28
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	29
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	30
	4
	4
	4
	4
	4
	4
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Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 4, 2025


Hasil Uji Validitas Pilot Test
	No
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	AVE
	Keterangan

	1.
	Kesadaran Pajak (X1)
	X1.1
	0,501
	0,571
	Valid

	
	
	X1.2
	0,668
	
	Valid

	
	
	X1.3
	0,824
	
	Valid

	
	
	X1.4
	0,783
	
	Valid

	
	
	X1.5
	0,822
	
	Valid

	
	
	X1.6
	0,707
	
	Valid

	
	
	X1.7
	0,843
	
	Valid

	
	
	X1.8
	0,831
	
	Valid

	2.
	Dinamika Media Sosial (X2)
	X2.1
	0,535
	0,507
	Valid

	
	
	X2.2
	0,722
	
	Valid

	
	
	X2.3
	0,769
	
	Valid

	
	
	X2.4
	0,834
	
	Valid

	
	
	X2.5
	0,650
	
	Valid

	3.
	Kebijakan Fiskal (X3)
	X3.1
	0,730
	0,514
	Valid

	
	
	X3.2
	0,775
	
	Valid

	
	
	X3.3
	0,489
	
	Valid

	
	
	X3.4
	0,812
	
	Valid

	
	
	X3.5
	0,663
	
	Valid

	
	
	X3.6
	0,761
	
	Valid

	
	
	X3.7
	0,794
	
	Valid

	
	
	X3.8
	0,748
	
	Valid

	
	
	X3.9
	0,601
	
	Valid

	
	
	X3.10
	0,737
	
	Valid

	4.
	Kepatuhan Pajak (Y)
	Y.1
	0,757
	0,603
	Valid

	
	
	Y.2
	0,817
	
	Valid

	
	
	Y.3
	0,720
	
	Valid

	
	
	Y.4
	0,787
	
	Valid

	
	
	Y.5
	0,797
	
	Valid

	
	
	Y.6
	0,776
	
	Valid


Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 4, 2025
Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test
	Variabel
	Cronbach’s alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	N of Items
	Keterangan

	Kesadaran Pajak (X1)
	0,888
	0,898
	0,912
	8
	Reliabel

	Dinamika Media Sosial (X2)
	0,749
	0,757
	0,834
	5
	Reliabel

	Kebijakan Fiskal (X3)
	0,893
	0,903
	0,912
	10
	Reliabel

	Kepatuhan Pajak (Y)
	0,868
	0,873
	0,901
	6
	Reliabel


Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS 4, 2025
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